
 

WALIKOTA PROBOLINGGO 
 

 

SALINAN                    PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR    5    TAHUN  2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan sarana olah raga 

berupa Gedung Olah Raga (GOR), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 2008 dan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 serta dalam 

rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, diperlukan 

penyediaan  dana cadangan ; 

b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf  a  Konsideran 

ini, maka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, 

efektif, akuntabel dan transparan, dipandang perlu mengatur dana cadangan 

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Kecil Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  

(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 ) ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569) ;  

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

 



 

 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ; 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400) ; 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

 



 

 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) ;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban  Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4027) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585) ; 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2006 Nomor 22).  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Dan  

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

2. Pemerintah Daerah  adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

3. Kepala Daerah  adalah Walikota Probolinggo ; 

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo; 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut;  

 



 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh penerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah, 

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah; 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 

bendahara umum daerah; 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penguna anggaran/barang; 

13. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

program; 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya; 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi SKPD; 

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 

milik daerah; 

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah; 



19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

telah ditetapkan; 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD; 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD; 

22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 

23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 

24. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih; 

25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih; 

26. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah; 

27. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah; 

28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

29. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran; 

30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran; 

31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 

tersebut dilakukan dalam persepektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 

mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada 

tahun berikutnya yang di tuangkan dalam prakiraan maju; 

 



32. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk 

tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan 

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 

penyusunan anggaran tahun berikutnya; 

33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti 

bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat; 

 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 

anggaran, Kepala Daerah dapat membetuk dana cadangan. 

 

 

Pasal 3 

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini 

dibentuk dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 

Anggaran 2005. 

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sebesar                

Rp. 8.831.922.147,51 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta 

sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah lima puluh 

satu Sen). 

(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

membiayai kegiatan pembangunan sarana olah raga berupa Gedung Olah Raga 

(GOR) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah), pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2008 dan Pemilihan Umum 

(Pemilu) Tahun 2009 sebesar Rp. 3.831.922.147,51 (Tiga milyar delapan ratus 

tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh 

tujuh Rupiah lima puluh satu Sen). 

 

Pasal 4 

Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan 

Daerah ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana 

Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaanya 

dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 



Pasal 5 

(1) Pengeluaran Daerah yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berasal dari 

pembiayaan pengeluaran daerah transfer ke dana cadangan. 

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, 

terpisah dari rekening Kas Daerah. 

 

BAB III 

PENGELOLAAN 

Pasal 6 

(1) Jumlah, rencana penggunaan, dan waktu yang diperlukan dalam pembentukan 

dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini 

ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 

(2) Penerimaan bunga deposito atas pendayagunaan dana cadangan oleh bank 

menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening dana cadangan. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  Peraturan Daerah 

ini dibebankan pada rekening dana cadangan. 

 

BAB V 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan pertanggungjawaban APBD. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Dana Cadangan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

   Ditetapkan di 

pada tanggal 

Probolinggo 

1  Maret  2007 

   WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

            H.M. BUCHORI 

 

 

 

 

 

 

 

          

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal 1 Maret 2007 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 010 109 750 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

SUNARMI, SH. MH 

Pembina Tk I 

NIP. 510 087 583 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR    5    TAHUN 2007 

TENTANG  

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

 

I. PENJELASAN UMUM 

 

Bahwa dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan sarana olah raga berupa Gedung 

Olahraga (GOR), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2008 dan Pemilihan 

Umum (Pemilu) Tahun 2009 membutuhkan dukungan dana yang cukup besar yang tidak dapat 

dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan mengingat terbatasnya 

sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang 

lainnya dan mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut di atas maka 

Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan untuk kegiatan 

tersebut dalam beberapa tahun anggaran ke depan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 dan 77 Undang -

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  : Cukup Jelas 

Pasal 2 : Cukup Jelas 

Pasal 3 : Cukup Jelas 

Pasal 4 : Cukup Jelas 

Pasal 5 : Cukup Jelas 

Pasal 6 : Cukup Jelas 

Pasal 7 : Cukup Jelas 

Pasal 8 : Cukup Jelas 
 

 

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 


